
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3687);

2. PeratlJranPemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan
Tartf atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Beriaku
pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 77, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S008);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasl Manusia Nomor
M.09.PR.07.10Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemeo Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah
diuban terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
A.sasi Manusla Nomor M.HH-IO.OT.01.01 Tahun 2009 tentang
Perubahan Keduaalas Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi
Manusia Nomor M.09.PR.07.10Tahun 2007 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia;

..
bahwa dalam rangka membcrlkan kcr1nganan blaya, kemudahan
fasllitas keimigrasian, dan melaksanakan hubungan kerjasama
Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) PeratlJran Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarlf etas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen
Hukum dan Hak Asasl Manusla, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak "sas! Manusia Republik Indonesia tentang
Tala Cara dan Persyaratan Pengenaan Tartf RpO,OO(nol rupiah)
bagi Pernohon Izln Keimigrasian, Pengenaan Biaya Beban, dan
Surat Perjalanan Republik Indonesia;

Mengingat

Menimbang

DENGANRAHMATlUHAN YANGMAHAESA

MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIAREPUBLIKINDONESIA,

PERATURANMENTER!HUKUMDANHAl<ASASIMANUSIA

REPUBUKINDONESIA

NOMORM.HH-06.GR.01.01TAHUN2009

TENTANG

TATA CARADANPERSYARATANPENGENAANTARlF RpO,OO(NOl RUPIAH)

BAGI PEMOHONIZIN KBMIGRASIAN, ORANGASINGYANGTERKENABIAYABEBAN

DANSURATPERJALANANREPUBLIKINDONESIA

MENTER! HUKDM DAN HAK ASASI MANUSIA
IlEPUBLIK INDONESIA



Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri dalam waktu tertentu yang
selanjutnya disebut TKI waktu tertentu adalah Tenaga Kerja Indonesia yang telah
satu kali mengikatkan diri dalarn kontrak kerja dengan pengguna/majikan di luar
negeri dan akan bekerja kembali di luar negeri untuk masa kontrak kerja yang
kedua kali dan tidak pernah dideportasi oleh pemerintah asing.

2. Warga Negara Indonesia yang selesal rncnjalani hukuman di luar negeri yang
pulang/dideportasi oleh pemerlntah asing di luar negeri yang selanjutnya disebut
WNI bermasalah adalah WNI yang mengalami masalah hukum dari negara
setempat atau mengalaml masalah ketenagakerjaan, kelmigrasian dan akan
kembali ke Indonesia atas kemauan sendiri atau dideportasi atau adanya
kebijakan deportasi massaldan pemerintah asing.

3. Biaya beban adalah sejumlah uang yang narus dibayar oleh orang asing karena
berada di wilayah Indonesia melampaul waktu tldak lebih dan 60 (enam puluh)
hari dan izin keimigrasian yang diberikan.

4. Sponsor adalah instansi, badan hukum, lembaga, perusanaan, dan orang
perorangan yang mcnjamln dan berYlOggung jawab atas keberadaan, dan
kegiatan orang asing selama berada di wllayah Indonesia, scrta btava-btova yang
timbul dalam rangka pemulangannya ke negara asal atau negara kctiga lalnnya.

5. Orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu adalah orang asing
pemegang lzin Tinggal Tetap yang memperoleh penghasllan per bulan lebih kecil
dari Upah Minimum Regional dan dibul<tikandengan surat keterangan dari Pejabat
Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnyaCamat.

6. Force majeure atau keadaan tcrpaksa adalah suatu keadaan yang di luar
kemampuan orang asing untuk menghindarinya aklbat bencana olarn,
perampokan, pencurian, atau kejahatan lalnnya yang mengakibatkan tidak
dimilikinya lagi blaya untuk mencukupl kebutuhan hidup dirinya dan
kepulangannya ke negara asal atau negara ketlga.

7. flilahasiswa atau siswa yang menenma beasiswa dari Pemerinlah Republik
Indonesia yang selanjutnya dlsebut penerlma beasiswa adalah pelajar atau
mahasiswa warga negara asing yang mcmperolch dan menerima beastswa dan
pemerintah Republik Indonesia.

8. Orang aslng oaiarn penanganan aparat penegak hukum adalah orang yang bukan
\varga negara Indonesia'yang seclangdilakukan proses peradllan atau dlkenakan
tlndakan keimigrasian.

Pasal-l

BABI
KET8llTUANUMUM

PERATURAN 1'-1ENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATANPENGENAANTARIF
RpO,OO(NOl RUPIAH) BAGI PEr..,OHONrzIN KEIMIGRASlAN,
PENGENMN BIAYA BEBANDAN SURAT PERJALANANREPUBLIK
INDONESIA.

Menetdpkan

MEfvlUTUSKAN:



(1) Permohonan untuk memperoleh tarlf RpO,OO(nol rupiah) bagl TKI Waktu
TertenbJ sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2. ayat (2.) huruf a diajukan secara
tertulls dengan mengisl dan menandatanganl formullr yang telah dltentukan,
kepada:
a. Kepala Kantor Imigrasi atau pejabaryang ditunjuk;
b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ;
c. Kepala perwakilan perekonomlan Pemerlntah Republlk Indonesia dl luar

negeri;
d. Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri pada Perwakilan Repubiik

Indonesia yang diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri; atau
e. Pejabat Imigrasl pada pe.rwakilan perekonomlan Pemerintah Republik

Indonesia di luar negeri.

(2) Permohonan untuk memperoieh tarif RpO,OO(noI rupiah) bagi WNI Bermasalah
sebagalmana dImaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dlajukan secara tertulls
dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah ditentukan, kepada :
a. Kepala Perwakllan Republik Indonesia dlluar negerl;
b. Kepala perwakilan perekonomian Pemerintah Republik Indonesia di luar

negeri; .
c. Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negerl pada Perwakilan Republlk

Indonesia di luar negeri yang diangkat dan ditetapkan Menterl Luar Negeri;
atau .

d. Pejabat Imigrasi pada perwakilan perekonomlan Pemerintah Republik
Indonesia di luar negeri.

Pasal4

(1) Pengenaan tarlf RpO,OO(nol rupiah) bagl TKI Waktu Tertentu sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan terhadap permohonan Surat
Perjalanan Republik Indonesia untuk PasporRepublik Indonesia 24 halaman.

(2) Pengenaan tarif RpO,OO(nol rupiah) bagi WNI Bermasalah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberlkan terhadap permohonan Surat
Perialanan Republik Indonesia untuk Surat perjalanan Laksana Paspor Republlk
Indonesia.

Pasal3

(1) Warga Negara Indonesia tertentu yang mengajukan permohonan Surat
Perjalanan Republik Indonesia dapat dikenakan tarif RpO,OO(nol rupiah).

(2) Warga Negara Indonesia sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdlrl atas:
a. T1<IWaktu Tertentu; dan
b. WNI Bermasalah.

Pasal2

BAB II
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF Rp 0,00 (NOl RUPIAH)

BAGI WARGANEGARA INDONESIA



(1) Warga negara asing tertentu yang .mengajukan permohonan izin kelmigrasian
dapat dikenakan tarif RpO,OO(nol rupiah).

(2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Orang asing dalam situasi Force Majeure atau KeadaanTerpaksa:
b. Tcnaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program/tek[lik/proyek

dari luar negeri kepada pemerintah Republik Indonesia;
c. Penerima beasiswa;
d. Orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
e. Orang asinq di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasl;
f. Orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia; atau
g. Orang asing dalam '}lngka pelaksanaanasas timbal balik.

Pasal7

BAS"'III
TATACARADANPERSYARATANPENGENAANTARIF RpO,OO(NOl RUPIAH)

BAGl WARGANEGARAASING

Setlap permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal3 dan Pasal 4 yang dlajukan"'oleh Warga Negara Indonesia tertentu yang
telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Per.yakilan Republik Indonesia di luar
negeri atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negerl pada Perwakllan
Republik Indonesia di luar negeri yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri luar
Negeri atau Kepala Kantor lmigrasi, dikenakan tarif RpO,OO(nol rupiah).

Pasal6

(1) Perrnohonan untuk memperoleh tarif RpO,OO (nol rupiah) bagi TKI Waktu
Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus melampirkan
rekomendasi dan/atau keteranqan dari Kantor Dinas yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan setempat yang rnenyatakan bahwa TKT yang
bersangkutan:
a. telah 1 (satu) kali menglkatkan diri dalam kontrak kerja dengan

pengguna/majikan di luar negeri;
b. akan bekerja kembali di luar negeri untuk masa kontrak kerja yang kedua

kali; dan
c. tidak pemah dideportasi oleh pemerfntah asing.

(2) Pennohonan untuk mcmpcrolch tClrif RpO,OO (nol rupiah) bagi WNI Bermasalah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (2) harus melampirkan :
a. surat pembebasan resmi cart pemerintah negara aSing tempat Warga Negara

Indonesia tersebut mcnjalankan hukuman; atau
b. surat keterangan dart PeJabat yang berwenang yang menyatakan bahwa

yang bersangkutan mengalami masalah ketenagakerjaan, keimigrasian atau
kebljakan deportasl massal oleh pemerintah aslng dl luar negeri.

Pasal 5



(1) Persetujuan permohonan pengenaan tarif RpO,OO(nol rupiah) atas biaya izin
keimigrasian bagi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan oleh Kepala Kantor
Imigrasi.

Pasalll

(1) Permohonan izin keimigrasian sebagalrnani3dlmaksud dalam Pasal 8 diajukan
oleh pemohon atau sponsor kepada Kepala Kantor Imigrasl yang wllayah
kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dengan mengisi dan menandalangani
formullr yang telah ditentukan.

(2) Perrnohonan untuk memperoleh tarif RpO,OO(nol rupiah) bagl warga negara
asing sebagaimana dlmaksud calarn Pasal 7 diajukan oleh pemohon atau
sponsor dengan mengajukan permohonan secara tertulis dilujukan kcpada
KepalaKantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

(3) Permohonansebagaimanadimaksud pada ayat (2) paling sedlklt memuat:
a. nama lengkap;
b. tempat/langgal lahlr;
c. alarnat tempat tlnggal;
d. pekerjaan;
e. kewarganegaraan;
t. nomor paspor; dan
g. alasan.

Permohonan IZin keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (1)
meliputi:
a. perpanjangan Izin Kunjunqan;
b. lzin Tinggal Terbatas;
c. perpanjangan Izin Trnggal Terbatas;
d. penggantian Kartu lzin Tinggal Terbatas karena rusak atau hilang dan masih

bertaku:
e. lzin MasukKembali (Re-entry Permif);
f. Izin Tinggal Tetap;
g. perperrianqan Izin 1Inggal Tetap; atau
h. penggantian Kartu Izin 1Inggal Tetap karena rusak atau hilang dan masih berlaku.

Pasal9

(1) Warga negara asing tcrtentu yang terkena biaya beban karena berada di wilayah
Indonesia melampaui waktu tidak lebih darl 60 (enam puluh) hari dan izin
keimigrasian yang diberikan dapat dikenakan tarif RpO,OO(nol rupiah).

(2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdlrl atas:
a. Orang asing yang terganggu jlwanya atau gila dan harus dlrawat di rumah

sakit;
b. Orang asing dalam keadaan terpaksa:
c. Orang aslng yang menetap dl Indonesia dan tidak mampu;
d. Orang aslng di Indonesia dalam rangka pelaksanaandeportasi;
e. Orang asing dalam penanganan aparat penegak hukum; atau
f. Orang aslng dalam rangka melaksanakan putusan pengadllan.

PasallO

Pasal8



Pengenaantarif RpO,OO(nol rupiah) sebagaimanadimaksud dalam Pasal9:
a. bag! orang asing yang terganggu jlwanya atau gila dan harus dlrawat dl rumah

sakit harus dilampirkan surat keterangan dari dokter pemenntah:
b. bagi orang asing dalam keadaan terpaksa harus melampirkan surat keterangan

dari Kepala Perwakilan negara orang asing bersangkutan atau Pejabat Pemerintah
Daerah Setempat serendah-rendahnya Camat;

c. bagi orang asing yang menetap dl Indonesia dan tidak mampu harus melampirkan
surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya
Camat;

d. bagi orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi harus
melampirkan surat keputusan tindakan kelmlqraslan dart:
1. Direktur Jenderal Irniqrasi:
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HakAsasi JVlanusia;atau
3. Kepala Kantor Irniqrasi.

e. bagi orang asing dalam penanganan aparat penegak hukum harus melampirkan:.
1. surat keterangan bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses peradilan

dari Pejabat yang berwenang; atau
2. surat keputusan tlndakan kelmlgraslan dari Dlrektur Jenderal Irnlqrasl, Kepala

Kantor Wllayah Oepartemen Hukum dan Hak AS3SiManusia, atau Kepala
Kantor Imigrasi;

Pasa(13

Pennohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasall0:

a. bagi warga negara aslnq, dalam sltuasi Force Majeure atau Keadaan Terpaksa
harus melampirkan surat keterangan Pejabat Pemerintah Daerah serendah­
rendahnya camat;

b. bagi tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan programjteknik/proyek
dari luar negeri kepada Pemerintah Republlk Indonesia harus melampirkan
rekomendasi dari Sekretariat Negara;

c. bagi mahasiswa asing atau siswa asing penerima beasiswa dari Pemerintah
Republik Indonesia harus melampirkan surat rekomendasi dari Departemen
Pendidikan Nasional:

d. bagi orang aslng yang rnenetap dl IndOnesiadan tldak mampu harus melampirkan
surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya
camat;

e. bagi orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik didasarkan pada
peraturan perundangun-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan
penerapan asas timbal balik.

Pasal 12

(2) Persetujuan permohonan pengenaan tarif RpO,OO (nol rupiah) atas biaya izin
kcimigrasian bagi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 8
huruf fl huruf gl dan huruf h diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah
mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi melalul Kepala Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi fvlanusia.

(3) Persetujuan permohonan pengenaan tarif RpO,OO(nol rupiah) atas blaya beban
bagi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan oleh
Direktur Jenderal Imlgrasl atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia atau Kepala Kantor Imigrasi.



BERITA NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN . 20'09 NOMOR 297.

ANDI MATTALATIA

Ditetapkan dl Jaka~ '. . . ,
pada tanggal 16, Sep.tamber,2009

~~~RI HUKUM 'oAN HAK fisftSI MANUS)
'REPUBUK INDONESIA,

~

Diundangkan di Jakarta '.
pada tanggal 16 September

HUKUM DAN HAl<ASASI MANUSIA
UBUK INDONESIA,

BABV.
KETENnJAN PENUTIJP

.... __ Pasa.11G

Pada saat Peraturan Meriter! lnl ;~Ial bertaku, p~turan 'Men~erl),UkU·!h.dan H~'
Asasi Manusia 'RepUbllk, Indonesia yang mengatur mengenal Surat Perjalana
Republik IndonesIa, Visa, dan Izin Kelmlgraslan 'dlnyata~n rnasth tetap berlak
sepanjang tidak bertentanqan dengan PeraturanMentert Inl.

Pasa! 17

PerallJran Menteri Inl mulal ber1aku paoa tanggal ditetapkan.
Agar settap orang mengetahuinya, memerintahkan pengl,Jndanga~ Peraturan Ment
ini dengan penempatannya 'datam Berita Negara Repub!ik In~onesla,' , . ,

Pada saat Peraturan Menterl' int mulal beriaku, warga rlegara aSlng pemegang6aspOr
. blasa yang telah memperoleh Izln tinggal dlnas dim telah hablsrnasa berlakunya, dan
mengajukan permohonan alih status menjadl .izintlnggal,keimigraslan dikenakan tarif
RpO,OO(nol rupiah) berdasarkan ketentuan yang dlatur dalar'n Peraturan Mentert In1.

.....

. _.. " ]~ABIV .
KETENTIJAN .PERAUHAN

Pasal15 "

-7-

f. bagi 0r:ang asing datam ranqka: 'meleksanakan putusan pengadllan: harus
melamplrkan Putusan dan pengiidllati•..

Pasal14

Bendahara Penertmaan paoa • "Dire~t .)er:x:!eral lmlgrasl, -, Kantor Wilayah
D~part~en Hukum ~n Hak Asasl Manusla'serta Kantor lmlgrasJ rriembertkarr
kuitansi sebagai buktl penqenaan tarlf·· RpO,OO (no] rupiah) dan- rnelakukan .'
pencatatan, pembukuan, dan'pengadmlnlstraslan pengenaantarlf RpO00 (nol rupIah) :
dalarn Buku Kas Umum. ' , ' I


